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PENGANTAR

PT Phapros Tbk adalah perusahaan farmasi yang melayani masyarakat melalui produk
kesehatan berupa obat-obatan, alat kesehatan, dan pelayanan terkait. Perusahaan telah
berkomitmen untuk selalu berorientasi pada standar kualitas produk serta secara terus
menerus berupaya menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), tata
kelola perusahaan yang baik dalam mengawal aktivitas bisnis perusahaan.

Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama Perusahaan, dalam melaksanakan
tugasnya senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar
Perseroan. Suatu pengelolaan perusahaan yang baik berlandaskan pada prinsip
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness dalam rangka
memenuhi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya,
serta berdasarkan nilai-nilai dan etika yang berlaku di dalam Perseroan.

Board Manual (Pedoman Kerja) ini digunakan sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris
dan Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya untuk
memenuhi kepentingan Shareholders dan Stakeholders.

Dewan Komisaris dan Direksi akan menegakkan dan memberikan teladan atas
pelaksanaan prinsip GCG, Etika, Nilai dan peraturan perundangan yang berlaku kepada
seluruh Stakeholders PT Phapros Tbk
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Phapres
BAB |
PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN
Board manual adalah naskah yang menjelaskan secara garis besar hal-hal yang
berkenaan dengan struktur organ Direksi dan organ Dewan Komisaris serta proses
hubungan fungsi organ Direksi, organ Dewan Komisaris dan antara kedua organ
perseroan tersebut.
Board manual ini merupakan salah satu softstructure Good Corporate Governance
(GCG), sebagai penjabaran dari Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate
Governance). _
Board manual yang merupakan naskah kesepakatan antara Direksi dan Dewan
Komisaris bertujuan:
1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing organ.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.
3. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi dan fairness (kewajaran).

1.2. RUANG LINGKUP
Board manual ini berlaku bagi pelaksanaan hubungan kerja antar organ Dewan
Komisaris dan organ Direksi di lingkungan PT Phapros Tbk dengan mengacu pada
ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar PT Phapros Tbk dan atau ketentuan
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. VISI, MISI DAN KEGIATAN POKOK PERUSAHAAN
Visi:
Menjadi perusahaan farmasi terkemuka yang menghasilkan produk kesehatan terbaik
guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
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Misi:
1. Menyediakan produk dan jasa dengan kualitas terbaik dan inovasi yang
berkelanjutan;
2. Meningkatkan kompetensi & profesionalisme karyawan untuk proses bisnis yang
lebih baik mengacu pada prinsip GCG;
3. Memberikan nilai tambah dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan
untuk seluruh stakeholder.

1.4. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER - 01/MBU/2011 tentang
Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good' Corporate Governance)
Pada Badan Usaha Milik Negara. |

3. POJK no. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik.

4. Anggaran Dasar PT Phapros Tbk

5. Naskah Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
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BAB I
DEWAN KOMISARIS

2.1. Pengertian
Dewan Komisaris adaléh organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat
kepada Direksi.' Dewan Komisaris memiliki tugas fiduciary? untuk bertindak demi
kepentingan terbaik perseroan dan menghindari semua bentuk benturan kepentingan
pribadi.
Pengangkatan dan pemberhentian, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban
Dewan Komisaris serta hal-hal lain yang bertalian dengan Dewan Komisaris diatur
dalam Anggaran Dasar perseroan serta ketentuan-ketentuan lain berdasarkan best
practices tata kelola bisnis.

2.2. Struktur Organisasi

] Dewan
Komisaris

General General General
Manager Manager Manager

! pasal 1 ayat (6) UUPT.
2 Lihat Pasal 114 ayat (2) UUPT.
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2.3. Keanggotaan, Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
2.3.1 Keanggotaan dan Komposisi

a. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota,®

yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang Komisaris Utama

- 1 (satu) orang Komisaris atau lebih

Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal
utama.

b. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan
Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal
Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris.

2.3.2 Kriteria
Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Syarat formal*

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang
perseorangan cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5
(lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:

a. Dinyatakan pailit

b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dinyatakan
pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mengurangl kemungkinan instansi yang teknis yang berwenang

3 Pasal 19 Anggaran Dasar.
4 Lihat Pasal 110 UUPT.
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menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.,
b. Syarat materiil
1. Integritas dan moral, bahwa yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a. Perbuatan rekayasa dan praktik menyimpang dalam pengurusan
perseroan tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan.

b. Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi
komitmen yang telah disepakati dengan perseroan tempat yang
bersangkutan bekerja.

c. Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada
pribadi/calon anggota Dewan Komisaris, karyawan perseroan tempat
yang bersangkutan bekerja.

d. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perseroan yang
sehat (berperilaku tidak baik).

2. Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan yang
bersangkutan.

b. Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka
pengembangan perseroan.

c. Pemahaman masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manajemen.

d. Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

C. Syarat lain
1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai
berikut:

a. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

b. Jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-perundangan
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dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris
perseroan.

2. Memiliki integritas, dedikasi, itikad baik dan bertanggung jawab serta
memahami masalah-masalah manajemen perseroan.

3. Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang cukup di
perseroan.

4. Mempunyai dan menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
tugasnya serta berdomisili di wilayah Indonesia.

5. Memahami dan mampu memperhatikan kepentingan pemegang saham
dan seluruh stakeholders perseroan. Mekanisme komunikasi dengan
pemegang saham dalam forum RUPS, sedangkan dengan stakeholders
melalui WBS (Whistle Blowing System). |

6. Memiliki pendidikan, pengalaman profesional dan hubungan yang luas
yang bermanfaat bagi perseroan.

7. Antar anggota Dewan Komisaris dan antara Anggota Dewan Komisaris
dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah
sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping
atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

8. Tidak memiliki benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.

2.4. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
2.4.1 Dewan Komisaris memiliki tugas®:
a. Mengawasi Direksi dalam menjalankan kegiatan perseroan serta
memberikan nasihat kepada Direksi.
b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang
Perseroan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan (RKAP).
c. Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi.
d. Mengkaiji sistem manajemen risiko.

5 Pasal 20 Anggaran Dasar
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. Memantau efektivitas penerapan Good Corporate Governance dan

melaporkannya kepada RUPS.
Menginformasikan kepemilikan sahamnya pada perseroan untuk
dicantumkan dalam laporan tahunan perseroan.

. Mengusulkan auditor eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau

pelaksanaan penugasan auditor eksternal.

. Menyusun pembagian tugas masing-masing anggota Dewan Komisaris

sesuai dengan keahlian dan pengalaman.

2.4.2 Dewan Komisaris memiliki kewajiban®:

a.

Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP
yang diusulkan Direksi serta menandatangani rencana tersebut. Tanggapan
atas rancangan' RJPP dan RKAP diberikan dalam jangka waktu tidak lebih
dari 14 hari semenjak menerima rancangan tersebut.

. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan, termasuk

pengawasan atas pelaksanaan RKAP, usulan perubahan dan perbaikan
Anggaran Dasar Perseroan, serta melakukan penilaian kinerja Direksi.

. Mengikuti perkembangan kegiatan perseroan, memberikan pendapat dan

saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi
kepengurusan perseroan.

d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.

. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan

oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi, maka Dewan Komisaris wajib
menunjuk salah seorang Direksi lainnya sebagai pemangku jabatan yang
lowong hingga ditunjuknya pengganti oleh RUPS.

. Memastikan bahwa perseroan telah memenuhi segala ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

. Mendokumentasikan materi rapat Dewan Komisaris.

® Pasal 20 Anggaran Dasar
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i. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau
keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.”

j. Membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama
tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

2.4.3 Secara khusus Komisaris Independen memiliki tugas:

a. Menjamin transparansi penyajian laporan keuangan perseroan.

b. Menjamin perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan
stakeholders yang lain.

c. Menjamin  diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan
kepentingan secara wajar dan adil.

d. Menjamin kepatuhan perseroan pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku. '

e. Menjamin akuntabilitas organ perseroan.

f. Mengetuai komite audit dan komite nominasi.

2.4.4 Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas dalam rangka pelaksanaan
fungsi pengawasan sebagai berikut:

a. Komisaris Utama melakukan pengawasan bidang SPI, Corporate Secretary
dan Pengadaan.

b. Komisaris Independen melakukan pengawasan bidang Akuntansi,
Keuangan, Manajemen Risiko & GCG, Teknologi Informasi, SDM & Umum
dan Produksi.

c. Komisaris melakukan pengawasan dibidang Pengembangan Bisnis,
Marketing & Distribusi.

7 Linat Pasal 116 huruf (b) UUPT.
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2.5. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris
2.5.1 Program Pengenalan

Program Pengenalan mengenai Perseroan wajib diberikan kepada Anggota

Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya. Tanggung jawab untuk

mengadakan Program Pengenalan tersebut berada pada Sekretaris

Perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai Sekretaris

Perusahaan.

Materi Program Pengenalan meliputi:

a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh Perusahaan;

1. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, dan
lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha
jangka pendék dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-
masalah strategis lainnya;

2. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit
internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal,
termasuk Komite Audit;

3. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan
Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

b. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi untuk diadakan program
pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat.

c. Program Pengenalan Perseroan dapat berupa presentasi, pertemuan,
kunjungan ke Perseroan dan pengkajian dokumen atau program lainnya
yang dianggap sesuai dengan Perseroan dimana program tersebut
dilaksanakan.

d. Terdapat Laporan terkait tingkat kehadiran/keaktifan Anggota Dewan
Komisaris dalam mengikuti program pengenalan Perseroan.

2.5.2 Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan program peningkatan kapabilitas dalam

rangka meningkatkan kompetensi Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan

kebutuhan, meliputi:

Board Manual 9
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a. Terdapat Rencana Kerja dan anggaran untuk kegiatan Program
Peningkatan Kapabilitas bagi Anggota Dewan Komisaris, masuk di dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris.

b. Program Peningkatan Kapabilitas Dewan Komisaris dirancang untuk
meningkatkan kompetensi bidang pengawasan, pengarahan dan
penasehatan.

c. Pelaksanaan Program Peningkatan Kapabilitas bagi Anggota Dewan
Komisaris direalisasikan sesuai dengan Rencana Kerja Dewan Komisaris
dan termasuk dalam realisasi Key Performance Indicators (KPl) Dewan
Komisaris.

d. Terdapat laporan tentang hasil Program Peningkatan Kapabilitas yang telah
dijalani Anggoté Dewan Komisaris, yang disampaikan dalam Laporan
Tugas Pengawasan dan Laporan Tahunan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada pemegang saham,

e. Administrasi kegiatan Program Peningkatan Kapabilitas dilakukan oleh
Sekretaris Dewan Komisaris.

2.6. Hak dan Wewenang Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

a.

Memperoleh akses mengenai perseroan dan memperoleh informasi secara
berkala, tepat waktu, dan lengkap sesual ketentuan Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan.

Bertanya kepada Direksi dan meminta penjelasan Direksi tentang kondisi
perseroan.

Memberhentikan sementara anggota Direksi apabila melanggar ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Membentuk komite sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-
undangan.

Mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam pelaksanaan
tugasnya.
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f. Memiliki hak dan wewenang lainnya yang diatur dalam Anggaran Dasar® dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

2.7. Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat dengan ketentuan sebagai berikut:

a.
b.

Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2
(dua) bulan.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1

(satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris ‘atau Direksi, dengan
menyebutkan hal yang akan dibicarakan. '.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan
dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada
pihak manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam
hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris.

Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris
Utama, maka rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris
yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris:

1. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan
disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan
Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau
dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail)

8 pasal 20 ayat 2 Anggaran Dasar
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paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu
yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.

2. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang
telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang
diadakan sebelumnya.

h. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal,
waktu dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat
kedudukan Perseroan atau ditempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia
atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

i. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.,

j. Kondisi Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan
1. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil

Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris, atau Anggota
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat
Dewan Komisaris apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau Anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat Dewan Komisaris
apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau
berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.

2. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal
Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan
Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang
ditunjuk oleh Komisaris Utama.

k. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota
Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan
Komisari bertindak sebagai pimpinan rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan
Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota Dewan
Komisaris.
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I. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai
anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (k) yang tertua usianya
bertindak sebagai pimpinan rapat.

m. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang
sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

n. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap
anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat
tersebut.

0. Suara blanko (absraih) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

p. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal lain
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

q. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara
yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

r. Terhadap hasil rapat Dewan Komisaris ketentuannya sebagai berikut :

1. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) pada bagian Rapat
Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat
harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua
Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris.
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2. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) pada bagian Rapat
Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat. Risalah Rapat
harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua
Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan
Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara
tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib
didokumentasikan oleh Perseroan. )

5. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para
anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan
yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

s. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan
Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris
telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan

Komisaris.

t. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik,
maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui
media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

u. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun,
baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan
dalam suatu transaksi, kontrak atau konfrak yang diusulkan dalam mana
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Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat
kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk
ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang berhubungan dengan
transaksi atau kontrak tersebut.

v. Semua keputusan Rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik,
pertimbangan rasional dan mendalam terhadap berbagai hal yang relevan,
informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat
secara independen oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris;

w. Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan
persetujuan terhadap usulan Direksi (14 hari).

X. Keputusan Dewan Komisaris harus segera dikomunikasikan kepada Direksi,
maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani. .

y. Agenda Rapat Dewan Komisaris didahului dengan pembahasan/evaluasi
tindak lanjut hasil Rapat sebelumnya.

z. Salah satu agenda utama dalam Rapat Dewan Komisaris antara lain
membahas/menelaah usulan Direksi dan/atau arahan/keputusan RUPS terkait
dengan usulan Direksi.

2.8. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

a. Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite
Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh salah satu anggota Dewan
Komisaris dengan sistem self assessment, peer evaluation atau dengan sistem
lain untuk kemudian diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

b. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dimuat dalam laporan tahunan dan
diinformasikan kepada RUPS.

c. Penilaian kinerja Dewan Komisaris berdasarkan kriteria umum yaitu:
1. Kehadirannya dalam rapat Dewan Komisaris.
2. Kehadirannya dalam rapat Komite di tingkat Dewan Komisaris.
3. Kinerja Dewan Komisaris dapat dinilai menurut faktor lainnya baik secara

individual maupun kolektif sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
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Integritas (misalnya: benturan kepentingan yang muncul)

Pengetahuan dan pemahaman Dewan Komisaris atas Nilai-Nilai, Misi,
Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan merefleksikan
pemahaman ini kepada isu-isu penting sepanjang tahun.

Partisipasi anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat, termasuk
didalamnya kemampuan mereka untuk menyampaikan, memberikan
argumentasi dan memberikan solusi mengenai isu-isu strategis
perseroan.

Kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam mengikuti isu-isu dan
trend yang berpengaruh terhadap perseroan dan menggunakan informasi
tersebut untuk menilai dan mengarahkan kinerja Perseroan, bukan hanya
dari tahun ke tahun, akan tetapi juga dalam jangka panjang.

Hubungan anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan
Komisaris, dengan Direksi dan pihak-pihak lain yang diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan.

Penilaian kinerja Komisaris berdasarkan hasil evaluasi atas KPI
Komisaris yang sudah ditetapkan dan disepakati terlebih dahulu dengan
Komisaris.

2.9. Sistem Remunerasi Dewan Komisaris

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota

Dewan Komisaris ditetapkan oleh/dalam RUPS. Besaran remunerasi Dewan

Komisaris dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

2.10. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu kondisi tertentu di mana

kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan

dengan kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan nilai Perseroan,

mencapai visi dan menjalankan misi Perseroan serta melaksanakan keputusan

RUPS.
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Dewan Komisaris Perseroan tunduk dan mematuhi Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I

tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Beberapa prinsip yang dianut Perseroan untuk mencegah terjadinya benturan

kepentingan dan implikasi lanjutan yang sering ditimbulkannya antara lain adalah

sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan kepentingan di dalam
melaksanakan tugasnya. Dewan Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan
untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang atau pihak lain yang
terkait.

b. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas yang dapat mempengaruhi
independensinya dalam tugas pengawasan Perseroan.

c. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan
sahamnya dan atau keluarganya di Perseroan dan pada perseroan lain.

d. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka harus diungkapkan dan Dewan
Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses
pengambilan keputusan Perseroan.

e. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan mengenai benturan
kepentingan terhadap hal-hal yang termasuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan.

2.11. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Secara umum, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi diarahkan

untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai organ

Perseroan. Direksi bertugas menjalan kegiatan operasional Perseroan dan

Dewan Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

Direksi tersebut. Namun demikian, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan

Direksi harus mengikuti prinsip-prinsip:

a. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing organ Perseroan, setiap
hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi dalam rangka tugas dan tanggung
jawab masing-masing merupakan hubungan yang bersifat formal, dalam arti
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harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang
dapat dipertanggungjawabkan. Hubungan yang bersifat informal dapat saja
dilakukan oleh masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun
tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau
korespondensi yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. Dewan Komisaris harus menghormati fungsi dan peranan Direksi dalam
mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Berbagai hal yang
menyangkut hubungan kerja sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan
Direksi, yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Anggaran Dasar Perseroan, Panduan Good Corporate Governance, Code of
Conduct serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai kesepakatan antara
Dewan Komisaris dengan Direksi dengan dilandasi prinsip-prinsip Good
Corporate Governance.

¢. Guna mempermudah koordinasi dan pelaksanaan pengawasan oleh Dewan
Komisaris, maka Komisaris Utama melakukan pembagian tugas Anggota
Dewan Komisaris menurut tugas pokok dan fungsi anggota Direksi.

d. Dewan Komisaris memberikan arahan atas implementasi rencana dan
kebijakan Perseroan namun tidak terbatas mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan akan berdampak besar pada

usaha dan kinerja Perseroan secara tepat waktu dan relevan;

2. Saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari Stakeholders (pelanggan,
pemasok, kreditur dan pegawai) yang disampaikan langsung kepada Dewan
Komisaris;

Penguatan sistem pengendalian intern Perseroan;

Manajemen risiko Perseroan;

Sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan;

Pengelolaan SDM dan pengembangan karir;

NS oo

Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK);
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8. Pengadaan Barang dan Jasa;
9. Mutu dan pelayanan.

e. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap:

1. Kepatuhan Perseroan terhadap perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh
Perseroan dengan Pihak Ketiga;
2. Kebijakan Pengelolaan Anak Perusahaan.

f. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri maupun kolegial dapat
memperoleh akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan
termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi mengenai Anak Perusahaan.
Beberapa Informasi yang wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan
Komisaris secara bulanan:

No Jenis Dokumen w_aktu

1. Laporan Keuangan Holding & | Paling lambat tanggal 11
Anak Perusahaan pada bulan berikutnya

2. Laporan Manajemen Paling lambat tanggal 11
pada bulan berikutnya

Sedangkan kebutuhan informasi lainnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris
atau Anggota Komisaris secara tertulis. |

g. Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris menyangkut Anak
Perusahaan maka permintaan tersebut disalurkan melalui Direksi Perseroan.
Merupakan wewenang Direksi Perseroan untuk meminta informasi tersebut dari
Anak Perusahaan dengan kewenangannya sebagai Pemegang Saham Anak
Perusahaan.

h. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perseroan secara periodik melakukan
rapat koordinasi untuk membahas berbagai permasalahan yang menyangkut
Perseroan. Dalam rapat koordinasi tersebut, Komisaris Utama berperan sebagai
pimpinan rapat. Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka yang
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bersangkutan dapat menunjuk Anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai orang
yang mewakilinya.

i. Keputusan Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan
sesuatu yang mengikat bagi semua peserta rapat.

j. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan
hubungan kelembagaan dalam arti bahwa Dewan Komisaris merupakan jabatan
kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggota Dewan Komisaris lainnya
sehingga setiap hubungan kerja antara seorang anggota Dewan Komisaris
dengan salah satu atau beberapa orang Direksi perlu diketahui oleh anggota
Dewan Komisaris lainnya.

k. Setiap tahun sekali Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja secara
individu Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama
yang tercakup dalam kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan
realisasi pencapaiannya.

l. Dalam hal Perseroan mengalami gejala penurunan Kinerja, Dewan Komisaris
membahas terlebih dahulu dengan Direksi melalui rapat gabungan Dewan
Komisaris dan Direksi.

2.12. Sekretaris Dewan Komisaris :

a. Sekretaris Dewan Komisaris diangkat oleh Dewan Komisaris guna membantu
kegiatan administratif dan kesekretariatan serta sebagai penghubung Dewan
Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham. Tugas Sekretaris Dewan
Komisaris adalah:

1. Menyiapkan undangan rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris.

2. Menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan dalam rapat Dewan
Komisaris.

3. Menyediakan datal/informasi yang diperiukan oleh Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas dan komite-komite di lingkungan Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas yang berkaitan dengan (a) monitoring tindak lanjut hasil keputusan,
rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas; (b)

Board Manual 20

[

% %



Phapres

Bahan/materi yang bersifat administrasi mengenai laporan/kegiatan Direksi
dalam mengelola perusahaan; (c) Dukungan administrasi serta monitoring
berkaitan dengan hal-hal yang harus mendapatkan persetujuan atau
rekomendasi dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sehubungan dengan
kegiatan pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;

4. Menyusun notulen hasil rapat dan mendokumentasikannya.

. Mendokumentasikan surat-surat masuk dan keluar.
. Mengumpulkan data dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan
tugas Dewan Komisaris.

b. Sekretaris Dewan Komisaris memiliki uraian tugas yang jelas.

2.13. Kebijakan Dewan Komisaris _
a. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris

1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris dirancang untuk
meningkatkan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan,
pengarahan dan penasehatan.

2. RKAT Dewan Komisaris dihasilkan dari pembahasan Dewan Komisaris yang

melibatkan komite-komite Dewan Komisaris dan disahkan oleh Dewan
Komisaris.

3. RKAT Dewan Komisaris memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya

yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan
dan pemberian nasihat kepada Direksi, dengan cakupan sebagai berikut :

i.
ii.
ii.
iv.
V.

Dasar Penyusunan

Maksud dan tujuan

Fungsi dan tugas

Susunan dan pembagian tugas
Program kerja Dewan Komisaris:
- Analisis laporan keuangan

- Rapat Dewan Komisaris

- Pelaporan
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- Program kerja komite
- Komitmen terhadap tindak lanjut arahan RUPS: Umum dan Laporan
kepada Pemegang Saham
vi. Anggaran Tahunan Dewan Komisaris
vii. Indikator Pencapaian Key Performance Indicator atau Kinerja Dewan
Komisaris, '
viii. Kegiatan lain-lain: kunjungan kerja dan kegiatan komunitas komisaris.

4. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Komisaris
menggunakan perangkat Dewan Komisaris secara optimal.

5. Realisasi RKAT Dewan Komisaris menjadi bagian dari target realisasi Key
Performance Indicator (KP1) Dewan Komisaris.

6. Terdapat laporan tentang Realisasi RKAT Dewan Komisaris, yang
disampaikan dalam Laporan Tugas Pengawasah dan Laporan Tahunan
sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham.

7. Administrasi dokumen RKAT Dewan Komisaris dilakukan oleh Sekretaris
Dewan Komisaris. RKAT Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk
dimasukkan sebagai bagian dari RKAP untuk disahkan oleh Pemegang
Saham.

b. Persetujuan Atas Rancangan RKAP

1. Pelaksanaan pemberian perssetujuan/tanggapan/pendapat Dewan Komisaris
terhadap rancangan RKAP tercantum dalam RKAT Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap rancangan RKAP yang
disampaikan oleh Direksi, meliputi:

3. Proses telah dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik
melalui proses pembahasan internal Komite Dewan Komisaris maupun rapat
gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

4. Hasll telaah rancangan RKAP dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat
internal Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris.

5. Dewan Komisaris memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti
oleh Direksi.

Board Manual 22

&0



Phapres
pre
6. Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan
RKAP dan disampaikan kepada RUPS untuk bahan pertimbangan keputusan
RUPS, mencakup:
Penyampaian tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai
rancangan RKAP kepada RUPS dituangkan dalam Tanggapan Dewan
Komisaris atas RKAP.
c. Informasi Lingkungan Bisnis dan Permasalahannya yang diperkirakan
berdampak pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan
1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Manajemen Risiko bersama dengan
pejabat perseroan untuk menelaah isu-isu terkini tentang perubahan
lingkungan Bisnis dan permasalahan perseroan yang diperkirakan berdampak
pada Usaha dan'Kinerja Perseroan termasuk merespon kesesuaian visi dan
misi serta ancaman dan peluang terhadap perubahan lingkungan Bisnis.
2. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi baik berupa
penjelasan tertulis maupun melalui rapat konsultasi.
d. Hubungan dengan Stakeholder
1. Mekanisme Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran,
permasalahan atau keluhan dari stakeholder mengacu pada kebijakan Sistem
Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System). Untuk selanjutnya
menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.
2. Atas laporan/pengaduan dari Stakeholders Perseroan kepada Dewan
Komisaris dan tidak melalui mekanisme Whistleblowing System (WBS), maka
Dewan Komisaris meneruskan Laporan tersebut kepada Direksi untuk
diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Dewan Komisaris dapat meminta
Komite Dewan Komisaris untuk menelaah pengaduan tersebut.
3. Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi baik berupa
penjelasan tertulis maupun melalui rapat konsultasi.
4. Dewan Komisaris menyampaikan saran penyelesaian atas saran, harapan,
permasalahan dan keluhan kepada Direksi.
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e. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Rancangan Sistem

Pengendalian Internal Perusahaan

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Audit Dewan Komisaris untuk
melakukan telaah terhadap efektivitas sistem pengendalian internal untuk
mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan Komisaris tentang
peningkatan efektivitas sistem pengendalian internal.

2. Menyampaikan arahan tentang peningkatan efektivitas sistem pengendalian
internal kepada Direksi.

3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan peningkatan efektivitas sistem
pengendalian internal dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

f. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Manajemen Risiko

Perusahaan ‘ )

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk
melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan dan penerapan manajemen
risiko untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan
Komisaris tentang penerapan manajemen risiko.

2. Menyampaikan arahan tentang penerapan manajemen risiko perusahaan
kepada Direksi.

3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan penerapan manajemen risiko
dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

g. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Sistem Teknologi Informasi

1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk
melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan dan penerapan sistem teknologi
informasi untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan
Komisaris tersebut.

2. Menyampaikan arahan tentang penerapan sistem teknologi informasi
perusahaan kepada Direksi.

3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan sistem teknologi informasi dibahas
dalam rapat Dewan Komisaris.

h. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Kebijakan dan Pelaksanaan
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Pengembangan Karir
1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk
melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan suksesi manajemen dan
penerapan untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan Dewan
Komisaris tersebut.
2. Menyampaikan arahan tentang penerapan kebijakan suksesi manajemen
perusahaan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan suksesi manajemen dan
pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
i. Akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan
1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk
melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan akuntansi dan penyusunan
laporan keuangan untuk mendapatkan kualitas yéng memadai atas arahan
Dewan Komisaris tersebut.
2. Menyampaikan arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan akuntansi dan
penyusunan laporan keuangan dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
J- Pengadaan
1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk
melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan pengadaan barang dan jasa
serta pelaksanaanya untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan
Dewan Komisaris tersebut.
2. Menyampaikan arahan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa serta
pelaksanaannya kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan kebijakan pengadaan barang dan
jasa serta pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.
k. Mutu dan Pelayanan
1. Dewan Komisaris menugaskan Komite Dewan Komisaris terkait untuk
melakukan telaah terhadap kualitas kebijakan mutu dan pelayanan serta
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pelaksanaannya untuk mendapatkan kualitas yang memadai atas arahan
Dewan Komisaris tersebut.

2. Menyampaikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan serta
pelaksanaannya kepada Direksi.

3. Memastikan bahwa seluruh permasalahan mutu dan pelayanan serta
pelaksanaannya dibahas dalam rapat Dewan Komisaris.

l. Pengawasan dan Pemberian Nasihat Terhadap Kepatuhan Perusahaan
dalam Menjalankan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku dan
Anggaran Dasar serta Kepatuhan Perusahaan terhadap Seluruh Perjanjian
dan Komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan Pihak Ketiga
1. Memberikan evaluasi dengan tingkat kualitas atas kepatuhan Direksi dalam

menjalankan Perusahaan dan kesesuaian dengan RKAP dan/atau RJPP.
2. Melakukan proses evaluasi menggunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris (Komite Dewan Komisaris terkait) meliputi:
i. Melakukan tugas pengawasan atas kepatuhan Direksi terhadap
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta perjanjian
dengan pihak ketiga.
ii. Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan
kepada Pemegang Saham jika terjadi pelanggaran oleh Direksi.
iii. Memastikan bahwa seluruh permasalahan mengenai pelanggaran
dibahas oleh Dewan Komisaris.
m. Pemantauan Kepatuhan Direksi dalam Pelaksanaan RKAP dan RJPP
1. Memberikan evaluasi pencapaian Perusahaan terkalt dengan kesesualan
pelaksanaan program kerja (inisiatif Perusahaan) dan Anggaran yang telah
ditetapkan dalam RKAP,

2. Melakukan proses evaluasi menggunakan seluruh perangkat di Dewan
Komisaris (Komite) meliputi:

i.  Melakukan tugas pengawasan atas evaluasi pencapaian Perusahaan
dibandingkan dengan RKAP yang ditetapkan.

i. Melakukan tindakan sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan
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kepada Pemegang Saham jika terjadi gejala menurunnya kinerja
Perusahaan secara signifikan.

3. Komisaris Utama serta seluruh Anggota Dewan Komisaris menandatangani

Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan, setelah dievaluasi dan dibahas
oleh Dewan Komisaris.

Pengawasan Efektivitas Audit Internal dan Audit Eksternal

1.

Mekanisme pengawasan efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal
serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PT Phapros
Tbk yang diterima oleh Dewan Komisaris dilakukan sesuai kebijakan sistem
pengendalian internal maupun Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran
(WBS).

. Melakukan penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit

internal, dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris (Komite).

- Menilai efektivitas pelaksanaan audit eksternal melalui: (1) pemantauan

kesesuaian penyelesaian progress audit dengan rencana kerjanya; (2) telaah
kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; dan (3)
telaahan hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal.

. Menilai efektivitas audit internal melalui: (1) telaah atas efektivitas pemantauan

tindak lanjut hasil audit SP1 dan auditor eksternal; (2) telaah atas kesesuaian
pelaksanaan audit dengan standar audit internal; (3) Kelengkapan atribut
temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal; dan (4) telaah rencana
kerja pengawasan dan pelaksanaannya; (5) manajemen fungsi SPI.

. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima

Dewan Komisaris dan menyampaikan saran berdasarkan hasil telaahan
kepada Direksi.

. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang peningkatan efektivitas audit

internal dan eksternal.

Gejala Menurunnya Kinerja Perusahaan

1.

Mekanisme pengawasan atas pemberian saran segera kepada Direksi untuk
memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja
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Perusahaan dilakukan melalui (a) evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan rencana secara berkala, (b) berkoordinasi langsung dengan Direksi
terkait langkah strategi yang dipilih, (c) melakukan tindakan koreksi yang
diperlukan terhadap kejadian yang menyimpang dari rencana, (d) memantau
segala kesalahan, penyimpangan serta penyelewengan yang mungkin
dilakukan dan (e) mengoreksi kesalahan sehingga dapat diperbaiki untuk
menghindari persoalan yang lebih besar.

2. Melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan
secara tepat waktu dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan
Komisaris (Komite), dengan tingkat kesegeraan maksimal 14 (empat belas)
hari.

3. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang pelaporan gejala menurunnya
kinerja Perusahaan.

p. Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan
patungan, dengan menggunakan seluruh perangkat Dewan Komisaris
(Komite)

2. Evaluasi kesesuaian arah pengelolaan dan kinerja darl setiap anak
perusahaan maupun perusahaan patungan dengan arah pengembangan
usaha PT Phapros Tbk

3. Mekanisme pengawasan atas kebijakan pengelolaan anak
perusahaan/perusahaan patungan kepada RUPS mengacu pada Kebijakan
Induk Perusahaan.

4. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengelolaan anak
perusahaan/perusahaan patungan.

5. Dewan Komisaris memilih calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris anak
perusahaan/perusahaan patungan.

a. Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan
Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan,
serta memberikan penetapan tertulis (setujuftidak setuju) terhadap proses
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pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak
perusahaan/perusahaan patungan.

b. Penetapan tertulis terhadap proses pengangkatan Direksi dan Dewan
Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan paling lambat 15 hari
kalender terhitung sejak tanggal diterimanya calon Direksi dan Dewan
Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan.

q. Pencalonan Anggota Direksi, Penilaian Kinerja Direksi (Individu dan
Kolegial) dan Pengajuan Usulan Tantiem/Insentif Kinerja
1. Mengusulkan calon Anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai
kebijakan seleksi yang ditetapkan.

a. Kebijakan dan seleksi bagi calon Direksi ditetapkan oleh Pemegang
Saham. ' )

b. Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon
Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang
Saham.

c. Mengusulkan calon-calon Anggota Direksi yang baru kepada RUPS.

2. Menyusun kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi dan
pelaporan kepada Pemegang Saham.

a. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pemantauan Kkinerja
Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.

b. Terdapat penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi.

¢. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegial dan individu
kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara
semesteran dan tahunan.

3. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan yang berlaku dan penilaian
kinerja Direksi.

a. Menyusun dan menelaah kebijakan Dewan Komisaris mengenai
pengusulan remunerasi Direksi.

b. Melakukan telaah terhadap remunerasi Direksi.

c. Menyampaikan usulan remunerasi (gaji, tunjangan dan fasilitas serta
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tantiem/insentif kinerja) Direksi kepada RUPS.
r. Pemantauan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
1. Melaksanakan pemantauan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang
baik, dengan:

a. Menelaah: (1) Laporan Hasil assessment/review atas pelaksanaan Tata
Kelola Perusahaan yang baik, GCG code dan kebijakan/ketentuan teknis
lainnya, serta memantau tindak lanjut area of improvement hasil dari
assessment GCG oleh Direksi; (2) Laporan GCG yang dituangkan dalam
Laporan Tahunan.

b. Menindaklanjuti area of improvement assessment/review GCG yang
menjadi kewenangannya.

c. Menelaah penyampaian kepada Direksi mengenai hasil telaah Dewan
Komisaris. |

2. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh
perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).
s. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
1. Pengukuran dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

a. Melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris.

b. Terdapat kebijakan mengenai pengukuran dan penilaian terhadap kinerja
Dewan Komisaris.

c. Memilikiimenetapkan indikator pencapaian kinerja beserta target-
targetnya dan disetujui oleh RUPS atau Pemegang Saham setiap tahun
berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.

d. Mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan
Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris.

e. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

2. Penilaian Mandiri (Self Assessment)

a. Penilaian mandiri Anggota Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Komite

yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang diketuai oleh
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salah satu Anggota Dewan Komisaris dengan sistem seff assessment atau
peer evaluation.

b. Hasil penilaian mandiri disampaikan dalam Laporan Tahunan dan
diinfokan kepada RUPS.

c. Penilaian mandiri Dewan Komisaris dapat diukur berdasarkan kriteria
umum meliputi: Komposisi, Kriteria, Perencanaan Kerja, Peran dan Tugas
Tanggung Jawab, Program orientasi dan pengembangan Rapat Dewan
Komisaris, Efektivitas Organ Penunjang, Hubungan Komunikasi,
Pertanggungjawaban serta Komitmen Standar Etika.

d. Dewan Komisaris menetapkan indikator pencapaian kinerja beserta
target-targetnya dan disetujui oleh RUPS setiap tahun berdasarkan usulan
dari Dewan Komisaris yang bersangkutan. |

e. Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi
pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan
dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.

f. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan
Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

3. Berdasarkan Pencapaian Hasil Assessment dan Evaluasi GCG Penilaian
kinerja Dewan Komisaris dapat diukur dari hasil pencapaian skor assessment
dan evaluasi GCG khususnya pada penilaian aspek Dewan Komisaris dan
organ penunjangnya.

4. Berdasarkan Pencapaian KP| dan Tingkat Kesehatan
a. Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dapat diukur dari

pencapaian Key Performance Indicator (KP1) dan tingkat kesehatan
Perseroan.

b. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas
keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengelolaan
Perseroan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

c. Dewan Komisaris membuat Key Performance Indicators sebagai indikator
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pencapaian kinerja Dewan Komisaris.

RUPS waijib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance
Indicators) Dewan Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris
yang bersangkutan.

Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas
keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan
pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar.

Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan
realisasi Indikator Penilaian Kinerja kepada para Pemegang
Saham/Menteri.

5. Berdasarkan peftanggungjawaban atas Laporan. Tahunan dan Laporan
Keuangan Tahunan Perusahaan

a. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan

laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan
oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian
dari Laporan Tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk
memperoleh persetujuan.

Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan
atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing Anggota Dewan
Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan
tidak mengurangl tanggung jawab masing-masing Anggota Dewan
Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau
kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat
dipenuhi dengan aset Perseroan. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris
kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas
pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.
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2.14. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan
Perseroan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat
waktu:
1. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Dewan
Komisaris secara formal, terdiri dari (1) pengambilan keputusan melalui rapat
Dewan Komisaris; (2) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler
dan lain-lain)
2. Terdapat standar wakiu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan
persetujuan terhadap usulan Direksi (14 hari).
3. Terdapat ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan
keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 (tujuh) hari sejak
disahkan/ditandatangani.

2.15. Kebijakan Informasi Perusahaan

a. Pelaporan Berkala
Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Perusahaan. Laporan berkala sebagaimana dimaksud
meliputi laporan triwulanan dan laporan tahunan. Direksi wajib menyampaikan
laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode triwulanan tersebut.
Laporan triwulanan ditandatangani oleh semua anggota Direksi. Dalam hal ada
anggota Direksi tidak menandatangani laporan triwulanan, maka harus
disebutkan alasannya secara tertulis.

b. Pelaporan Khusus
Selain laporan berkala, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan
khusus kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan/atau Rapat Umum
Pemegang Saham.
Mekanisme Pelaporan:
1. Permintaan laporan dikirim secara tertulis oleh Dewan Komisaris kepada
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Direksi, dengan menyebutkan pokok permasalahan yang ingin dilaporkan
serta waktu penyampaian yang diharapkan.

2. Berdasarkan kajian atas cakupan permasalahan, Direksi memberikan
perkiraan waktu penyampaian laporan yang diminta Dewan Komisaris, dan
sesuai dengan waktu yang disepakati tersebut Direksi menyampaikan laporan
khusus kepada Dewan Komisaris.

3. Laporan yang dibuat berdasarkan inisiatif Direksi dapat disampaikan setiap
waktu kepada Dewan Komisaris, dengan menyatakan diperlukan atau tidak
diperlukannya tanggapan dari Dewan Komisaris.

4. Atas laporan yang diterimanya, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan
tambahan dari Direksi terhadap hal-hal yang dianggap perlu dan Direksi dapat
memutakhirkan Iéporan tersebut jika dianggap perlu.
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3.1. Pengertian Direksi (
Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan
tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan

sesuai ketentuan Anggaran Dasar.®

RUPS
i Dewan
Komisaris

3.2. Struktur Organisasi

Direksi
Generai General General
Manager Manager Manager

3.3. Keanggotaan, Komposisi dan Kriteria Direksi Keanggotaan dan Komposisi

a. Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang salah satu diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama dengan memperhatikan peraturan yang berlaku
di bidang pasar modal'®.

b. Sifat dari tanggung jawab Direksi dalam pengurusan perseroan adalah tanggung

9 Pasal 1 ayat (5) UUPT.
19 pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar
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renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai
menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.'!

c. Komposisi Direksi merupakan perpaduan para profesional yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan perseroan, sehingga
memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

d. Komposisi dan pembagian tugas Direksi disesuaikan dengan struktur organisasi
perseroan yang ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 12

Kriteria

Direksi yang diangkat adalah orang-orang yang memiliki kriteria persyaratan sebagai
berikut:

a. Syarat formal'

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan
yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah:

— Dinyatakan pailit

— Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau

— Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

2. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan
persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan.

11| jhat Pasal 97 ayat (3) UUPT.

12 pireksi bertugas secara kolegial, namun agar lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dilakukan pembagian tugas di
antara Anggota Direksi. Pembagian tugas di antara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolegial dalam
pengurusan Perseroan.

13 | ihat Pasal 93 UUPT.
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b. Syarat materiil

1

Integritas dan moral, bahwasanya yang bersangkutan tidak pernah terlibat:

a) Perbuatan rekayasa dan prakik menyimpang dalam pengurusan
perseroan/lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum
pencalonan.

b) Perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen
yang telah disepakati dengan perseroan/lembaga tempat yang
bersangkutan bekerja.

c) Perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan kepada
pribadi/calon anggota direksi, karyawan perseroan/lembaga tempat yang
bersangkutan bekerja.

d) Perbuatan yéng dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap
ketentuan yang berkaitan dengan prinsip pengurusan perseroan yang
sehat.

Kompetensi teknis/keahlian, bahwa yang bersangkutan memiliki:

a) Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perseroan yang
bersangkutan.

b) Kemampuan untuk melakukan pengawasan strategis dalam rangka
pengembangan perseroan.

¢) Pemahaman masalah-masalah manajemen perseroan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manajemen.

d) Berdedikasi dalam melakukan tugasnya.

c. Syarat lain

1.

Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada lembaga serta direksi perseroan
atau harus mengundurkan diri jika terpilih sebagai anggota direksi.

Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan
kepentingan.

Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota direksi perseroan
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lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

a) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau

b) memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau

c) secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa
tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
persaingan usaha tidak sehat. 4

4. Memiliki keahlian, integrasi, kepemimpinan, pengalaman, jujur dan perilaku
yang baik serta berdedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan
perseroan.

5. Antar anggota Direksi dan antara Direksi dengan anggota Dewan Komisaris
tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda
(menantu atau ipar).

3.4. Tugas dan Kewajiban Direksi
a. Tugas Direksi
1. Memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan
perseroan.
2. Menguasal, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
3. Direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing.
4. Tugas lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar'®
b. Kewajiban Direksl
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perseroan
sesuai maksud dan tujuannya.

2. Menyusun rencana pengembangan perseroan, rencana kerja dan anggaran
tahunan, termasuk rencana-rencana lainya yang berhubungan dengan
pelaksanaan usaha dan kegiatan perseroan dan menyampaikannya kepada

14 pasal 26 UU No.5 Tahun 1999
15 pasal 16 Anggaran Dasar
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Dewan Komisaris guna mendapat pengesahan.

3. Menyusun RJPP dan RKAP yang merupakan rencana strategis yang memuat
sasaran dan tujuan perseroan yang hendak dicapai dan dimintakan
persetujuan Dewan Komisaris.

4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perseroan sesuai
dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan.

5. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan
berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi
pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

6. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah
rapat Direksi, serta dokumen keuangan perseroan.

7. Membuat laporan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

8. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan
dan jalannya perseroan kepada RUPS dalam bentuk laporan tahunan.

9. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan
Komisaris. _

10.Membuat susunan organisasi perseroan lengkap dengan rincian tugas,
tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan.

11.Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang jelas dan berimbang,
baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, untuk mengobservasi
pencapaian visi, misi dan tujuan perseroan.

12.Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RJPP dan RKAP,
mencakup pencapaian target keuangan dan non keuangan serta
menindaklanjuti penyimpangan terhadap target.

13.Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perseroan.

14.Membangun teknologi informasi perseroan.
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15.Menindaklanjuti temuan audit dari Satuan Pengawasan intern, Komite Audit
dan Auditor Eksternal, serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris.

16.Melaporkan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, misalnya
rencana, program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen
risiko, penilaian tingkat kesehatan perseroan, dan laporan kinerja teknologi
informasi. ‘

17.Bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan dan
menyelenggarakan RUPS.

18.Memastikan perseroan melakukan tanggung jawab sosial serta
memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan ketentuan dan

peraturan yang berlaku.

19.Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang
dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam
perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus.'®

20.Melaksanakan kewaijiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
anggaran dasar'” dan yang ditetapkan oleh RUPS.

3.5. Kebijakan Direksi
a. Kebijakan Operasional dan Standar Operasional baku (SOP)

Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan Standar Operasional

baku (SOP) untuk proses bisnis inti (core business) Perusahaan:

1. Menyusun kebijakan tentang pedoman penyusunan SOP;

2. Menyusun SOP untuk seluruh proses-proses bisnis inti Perusahaan sebagai
panduan melaksanakan kegiatan perusahaan;

3. Melakukan sosialisasi SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan kepada
karyawan yang terkait;

16 pasal 101 ayat (1) UUPT.
17 pasal 17 Anggaran Dasar
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Melaksanakan SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan secara konsisten dan

tidak terdapat penyimpangan atas prosedur;
Melakukan peninjauan penyempurnaan SOP secara berkala.

b. Kebijakan Manajemen Risiko

Direksi menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan: “

1.

5.
6.

Memiliki fungsi yang bertugas melaksanakan program manajemen risiko
Terdapat rencana kerja Perseroan untuk menerapkan kebijakan Manajemen
Risiko;

Melakukan sosialisasi Kebijakan manajemen risiko kepada seluruh karyawan
Perusahaan;

Menyusun rencana kerja Perusahaan untuk = menerapkan kebijakan
manajemen risiko;

Melaksanakan program manajemen risiko (program manajemen risiko antara
lain mencakup identifikasi dan penanganan risiko pada proses bisnis, proyek
maupun usulan tindakan Perusahaan yang harus mendapatkan persetujuan
Dewan Komisaris dan/atau RUPS);

Melaksanakan pemantauan terhadap program manajemen risiko;

Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

c. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal

Direksi menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk

melindungi dan mengamankan investasi dan aset Perusahaan:

1.

Menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka
(framework) pengendalian intern antara lain dengan pendekatan unsur
lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem
informasi dan komunikasi dan pemantauan, pelaksanaan dan pelaporannya;

2. Memberi sertifikasi terhadap laporan keuangan tahunan;
3. Melakukan cascading atas sertifikasi terhadap laporan keuangan kepada

tingkatan di bawah Direksi yang menjadi entitas akuntansi dan pelaporan atas
laporan keuangannya yang akan dikonsolidasikan;
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Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern;
Menerbitkan internal control report.

d. Kebijakan Informasi Perusahaan kepada Stakeholders
Direksi menyediakan Informasi Perusahaan kepada stakeholder:

2

Menetapkan sistem dan prosedur pengendalian informasi Perusahaan dengan
tujuan untuk mengamankan informasi Perseroan yang penting;

Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan pengendalian informasi
Perusahaan;

Menyediakan media Informasi Publik agar dapat di peroleh dengan cepat dan
tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;

Mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan sesuai'dangan peraturan perundang-undangan.

e. Kebijakan Pemenuhan Target Kinerja

Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja:

1.

Melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan RKAP dan mengambil
keputusan yang diperlukan melalui analisis yang memadai dan tepat waktu;
Memiliki sistem/pedoman pengukuran dan penilaian kinerja untuk unit dan
jabatan dalam organisasi (struktural) yang diterapkan secara objektif dan
transparan;

Menetapkan target kinerja berdasarkan RKAP dan diturunkan secara
berjenjang di tingkat unit, sub unit dan jabatan di dalam organisasi (struktural)
di organisasi;

Melakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja untuk jabatan/unit-
unit di bawah Direksi dan tingkat Perusahaan;

Melaporkan pelaksanaan sistem manajemen kinerja kepada Dewan
Komisaris;

Menyusun dan menyampaikan kepada RUPS tentang usulan insentif kinerja
untuk Direksi.
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f. Kebijakan Teknologi Informasi

Direksi menerapkan sistem tentang Teknologi Informasi (TI) sesuai dengan

kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Memiliki kebijakan teknologi informasi:

i. Perusahaan menetapkan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI)
sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi informasi yang
mencakup Information Technology Detail Plan (ITDP), yang digunakan
sebagai acuan pelaksanaan atas perencanaan tahunan sesuai MPTI;

ii. Arsitektur sistem informasi sebaiknya juga telah mendesain sampai
dengan level data dan sistem keamanannya;

ii.  Arah penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang digunakan
telah direncanakan dengan memperkirakan trend perkembangan
teknologi;

iv.  Terdapat kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data dan
pelaporan TI.

2. Penerapan Tl di Perusahaan sesuai dengan masterplan dan disertai dengan
perencanaan Tl yang matang mencakup sumber daya manusia, struktur
organisasi pengelolaan dan tingkat layanan yang diberikan TI;

3. Direksi melaporkan pelaksanaan sistem teknologi informasi kepada Dewan
Komisaris.

i. Adanya laporan pelaksanaan sistem Tl secara tertulis terkait dengan
pelaksanaan T/ Master Plan serta disampaikan kepada Dewan
Komisaris, baik diminta ataupun tidak diminta;

ii. Adanya laporan kinerja teknologi yang disampaikan kepada Dewan
Komisaris (termasuk hasil audit TI).

g. Kebijakan Terkait Mutu Produk dan Pelayananan

Direksi melaksanakan sistem peningkatan mutu produk dan pelayanan.

1. Memiliki kebijakan mengenai standar pelayanan minimal;

2. Menmiliki kebijakan Sistem Pengendalian Mutu (SPM) Produk;

3. Memberikan kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi.
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h. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tugas Direksi terkait tanggung jawab sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kebijakan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan
Perusahaan;

2. Mengantisipasi dampak negatif terhadap masyarakat yang ditimbulkan oleh
produk, pelayanan dan proses operasional dari Perseroan;

3. Mendukung dan memperkuat pengembangan masyarakat melalui program
bina lingkungan dan program lainnya sesuai perundang-undangan yang
berlaku;

Melaksanakan program kemitraan dengan usaha kecil;

5. Memiliki ukuran-ukuran atau indikator kinerja kunci yang berkaitan dengan

CSR. ' '
i. Kebijakan Sumber Daya Manusia

Direksi mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) Perseroan.

1. Mengembangkan SDM, menilai kinerja dan memberikan remunerasi yang
layak dan membangun lingkungan SDM yang efektif mendukung pencapaian
Perusahaan.

i.  Memiliki program pendidikan dan pelatihan
i.  Memiliki program pengembangan SDM
iii.  Memiliki kebijakan sistem penilaian kinerja (performance appraisal)
iv. Memberikan kesempatan yang memadai untuk menduduki posisi
tertentu yang sesuai dengan kompetensi;
v. Menerapkan remunerasi dan kesejahteraan
vi.  Menerapkan reward and punishment
vii.  Keterbukaan informasi mengenai perencanaan Perusahaan ke depan

2. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan
spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam
Perusahaan.

i.  Memiliki kebijakan/pedoman Perusahaan mengenai manajemen karir,
dan sistem dan prosedur promosi, demosi dan mutasi;
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Menempatkan karyawan pada setiap level dalam dalam organisasi
Perusahaan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan dilakukan secara
objektif dan transparan;

Memiliki rencana suksesi untuk setiap level dalam organisasi
Perusahaan yaitu memiliki database (list) tentang orang yang memiliki
skill dan kompetensi serta melaksanakan seleksi untuk
suksesi/promosi pejabat satu level di bawah Direksi sesuai dengan
ketentuan melalui proses Assessment;

Membahas rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah
Direksi secara intens dalam Rapat Direksi dan disampaikan kepada
Dewan Komisaris untuk kesempatan pemberian arahan terhadap
rencana promosi dan mutasi tersebut: |

Memiliki tingkat objektivitas dan transparansi yang memadai dalam
penempatan karyawan pada setiap level jabatan.

J. Kebijakan Anak Perusahaan (Subsidiary Governance) Dan/Atau
Perusahaan Patungan

Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan (subsidiary

governance) dan/atau perusahaan patungan.

1. Menetapkan kebijakan pengaturan untuk Anak Perusahaan(subsidiary

governance) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan

Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja

serta intensif bagi Dewan Komisaris dan Direksi;

2. Mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/perusahaan

patungan, melalui proses penjaringan, proses penilaian, dan proses

penetapan;

3. Menetapkan target kinerja dan realisasi kinerja Anak Perusahaan/perusahaan

patungan mendukung kinerja Perusahaan;

4. Menetapkan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan dan

perusahaan patungan berdasarkan formula yang ditetapkan.
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k. Kebijakan Pengendalian Operasional dan Keuangan
Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap
implementasi rencana dan kebijakan Perusahaan.
1. Menerapkan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai
dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia (SAK);
2. Menerapkan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan
3. Menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern untuk melindungi
mengamankan investasi dan aset Perusahaan:
4. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan SAIl dan auditor eksternal.
l. Kebijakan Pengurusan Perusahaan
Direksi melaksanakan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
1. Menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga;
2. Perseroan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
perjanjian dengan pihak ketiga.
m. Kebijakan Stakeholders
Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perusahaan dan
Stakeholder.
Pelaksanaan hubungan dengan pelanggan
Pelaksanaan hubungan dengan pemasok
Pelaksanaan hubungan dengan kreditur
Pelaksanaan kewajiban kepada negara
Pelaksanaan hubungan dengan karyawan Perseroan

oo oo

Memiliki prosedur tertulis menampung dan menindaklanjuti keluhan-keluhan
stakeholders

7. Melakukan upaya untuk meningkatkan nilai Pemegang Saham secara
konsisten dan berkelanjutan
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8. Melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan untuk mendukung

keberlanjutan operasi Perusahaan

n. Kebijakan Potensi Benturan Kepentingan

Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan:

1. Menetapkan kebijakan tentang mekanisme bagi Direksi dan pejabat struktural

untuk mencegah pengambilan keuntungan pribadi dan pihak lainnya

disebabkan benturan kepentingan, meliputi:

Menyusun mekanisme untuk mencegah pengambilan keuntungan
pribadi Direksi dan pejabat struktural Perusahaan yang disebabkan
benturan kepentingan;

Mensosialisasikan kebijakan tentang mekanisme untuk mencegah
pengambilan keuntungan pribadi bagi Direksi dan pejabat struktural
Perusahaan; |

Menandatangani surat pernyataan Direksi tidak memiliki benturan
kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain atau
golongan dengan kepentingan Perusahaan pada awal pengangkatan
yang diperbaharui setiap awal tahun.

2. Menetapkan kebijakan untuk mencegah benturan kepentingan

ii.

Menyampaikan laporan kepemilikan Saham pada Perusahaan lainnya
kepada Perusahaan (Sekretaris Perusahaan) untuk dicatat dalam daftar
khusus;

Menandatangani Pakta Integritas yang dilampirkan dalam Usulan
Tindakan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan dari Dewan
Komisaris dan/atau rekomendasi dari Dewan Komisaris dan
persetujuan RUPS;

Tidak terdapat pengambilan keputusan transaksional yang
mengandung benturan kepentingan.

0. Kebijakan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi
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Direksi memastikan Perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan

komunikasi sesuai peraturan perundang-undangan dan menyampaikan informasi

kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu

:

Melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan
Dewan Komisaris;

Memberikan perlakuan yang sama (fairness) dalam memberikan informasi
kepada Pemegang Saham dan Anggota Dewan Komisaris.

p. Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Direksi melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang menguntungkan bagi

Perusahaan, baik harga maupun kualitas barang dan jasa tersebut.

1.

Memiliki pedoman pengadaan barang dan jasa Perusahaan yang menerapkan
prinsip-prinsip eﬁéien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, akuntabel
dan memuat hak-hak dan kewajiban pemasok sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku;

Memiliki pedoman/kebijakan pengadaan yang dipublikasikan/dapat diakses
pemasok/calon pemasok;

Merencanakan pengadaan barang dan jasa secara optimal berdasarkan
perhitungan kebutuhan Perusahaan;

Melakukan pengadaan barang dan jasa secara terbuka bagi penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan
yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi
syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan
transparan;

Memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian
dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS
terbuka dan tidak bersifat rahasia;

Memastikan SOP pengadaan barang dan jasa dan kebijakan Perusahaan
telah dijalankan dengan benar;
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7. Tidak terdapat temuan-temuan audit, baik oleh auditor eksternal dan auditor
internal mengenai pengadaan yang merugikan Perusahaan dan tidak terdapat

sanggahan pemilihan penyedia barang/jasa Perusahaan;
8. Transparan dalam pengadaan barang dan jasa.

3.6. Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang untuk':

a. Menetapkan kebijakan dalam memimpin perseroan.

b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan
ketenagakerjaan perseroan dan perundangan yang berlaku.

c. Mengatur ketentuan tentang ketenagakerjaan perseroan termasuk penetapan
upah dan penghasilan lain, pesangon atau penghargaan atas pengabdian, serta
manfaat pensiun berdasarkan peraturan perundang'-undangan yang berlaku
dan/atau keputusan RUPS.

d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan
di luar pengadilan kepada seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang
khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seseorang atau beberapa orang karyawan
perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain.

e. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai
pemilikan kekayaan perseroan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar,
ketetapan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Hak dan wewenang lainnya sesuai Anggaran Dasar'®, ketetapan RUPS dan
peraturan perundang-undangan lainnya.

3.7. Sistem Remunerasi Direksi
Ketentuan tentang besarnya gaji, uang jasa, tunjangan dan penghasilan lainnya (jika
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan

18 pasal 17 Anggaran Dasar
19 pasal 15 ayat (10), Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar
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wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Besaran
remunerasi Direksi juga dicantumkan dalam laporan tahunan perseroan

3.8. Pembagian Tugas dan Wewenang Setiap Anggota Direksi
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
nama jabatan masing-masing anggota Direksi sebagaimana ditetapkan dalam
pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS. Selanjutnya Direksi menetapkan
pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagai berikut:
3.8.1. Direktur Utama

a.

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi dan mengevaluasi tugas korporasi dan unit bisnis, agar seluruh
kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi,
kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. |

Menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal perseroan, serta
memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perseroan.
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksanaan
audit internal, kesekretariatan korporasi, pelayanan hukum dan manajemen
risiko serta memastikan kepatuhan terhadap hukum regulasi.
Mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi internalisasi prinsip-
prinsip Good Corporate Governance dan Standar Etika secara konsisten
dalam Perseroan.

Memastikan informasi yang terkait dengan korporasi selalu tersedia bila
diperlukan Dewan Komisaris.

Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi secara periodik sesuai
ketetapan Direksi atau rapat-rapat lain apabila dipandang perlu sesuai
usulan Direksi.

Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Perseroan.
Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan
persetujuan anggota Direksi lainnya pada rapat Direksi.

Menunjuk anggota Direksi lain untuk bertindak atas nama Direksi.
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3.8.2. Direktur Produksi
a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi dan mengevaluasi tugas operasional bidang produksi,
perencanaan, kualitas produk, penelitian pengembangan, sumber daya,
keselamatan kerja dan lingkungan agar seluruh kegiatan berjalan sesuai
dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang
ditetapkan.
b. Mengembangkan program efisiensi dan manajemen mutu serta memastikan
dilaksanakannya secara konsisten di lingkungan unit-unit kerja.
c. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia
untuk Dewan Komisaris.
d. Memimpin dén mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup
kewenangan Direkiorat Produksi.
e. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Standard Operating Procedure
terkait dengan bidang kerja Direktorat Produksi.
f. Memberikan putusan bisnis Direktorat Produksi sesuai lingkup
kewenangannya.
g. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.
3.8.3. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko
a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang
kebendaharaan, akuntansi, anggaran, pendanaan, teknologi informasi,
manajemen risiko dan portofolio perseroan agar seluruh kegiatan berjalan
sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program
kerja yang ditetapkan.
b. Merencanakan, mencari dan memastikan penyediaan dana untuk
pengembangan Perseroan sesuai dengan rencana strategis Perseroan.
c. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia
untuk Dewan Komisaris.
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d. Mengelola portofolio investasi keuangan dan keputusan finansial untuk
mencapai nilai tambah maksimal dan tercapainya tujuan-tujuan Perseroan
sesuai ketetapan Direksi.

e. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup
kewenangan Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko.

f. Mengesahkan Keputusan Direksi Standard Operating Procedure terkait
dengan bidang kerja Direktorat Keuangan dan Manajemen resiko.

g. Memberikan putusan bisnis Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
sesuai lingkup kewenangannya.

h. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

3.8.4. Direktur Pemasaran

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang
pemasaran agar seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran
usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan.

b. Mengembangkan hubungan baik dengan mitra strategis serta mencari dan
menangkap peluang baru.

c. Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia
untuk Dewan Komisaris.

d. Memimpin dan mengawasl pelaksanaan kebijakan dalam lingkup
kewenangan Direktorat Pemasaran.

e. Mengesahkan Keputusan Direksi tentang Standard Operating Procedure
terkait dengan bidang kerja Direktorat Pemasaran.

f. Memberikan putusan bisnis Direktorat Pemasaran sesuai lingkup
kewenangannya.

g. Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

3.8.5. Direktur Human Capital dan Umum

a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan,
mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang
Pelayanan Umum, Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Manusia agar
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seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran usaha, strategi,
kebijakan dan program kerja yang ditetapkan.

Memastikan informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia
untuk Dewan Komisaris.

Memimpin dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dalam lingkup
kewenangan Direktorat Human Capital dan Umum.

Mengesahkan Standard Operating Procedure terkait dengan bidang kerja
Direktorat Human Capital dan Umum.

Memberikan putusan bisnis Direktorat Human Capital dan Umum sesuai
lingkup kewenangannya.

Memimpin pembinaan pekerja sesuai pedoman yang berlaku.

3.8.6. Direktur yang membawahi fungsi Good Corporate Governance

Guna penerapan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang

Baik), maka perlu ditunjuk satu orang Direktur yang bertanggung jawab atas

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam hal ini, tanggung jawab

diberikan kepada Direktur Keuangan & Manajemen Risiko.

3.9. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan

Guna kelancaran pelaksanaan tugas direksi, maka perlu diatur pelimpahan tugas dan

kewenangan bagi anggota Direksi yang berhalangan. Kriteria Dalam hal Direktur

Utama berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka salah seorang anggota

Direksi ditunjuk untuk menjalankan Tugas dan Kewenangan Direktur Utama tersebut.

Penunjukan anggota Direksi tersebut untuk waktu tertentu. Begitu pula apabila salah

seorang anggota Direksi berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka salah

seorang anggota Direksi akan ditunjuk untuk menjalankan Tugas dan Kewenangan
anggota Direksi yang berhalangan tersebut. Tata cara pelimpahan tugas dan

wewenang tersebut akan diatur dengan Keputusan Direksi.
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3.10. Rapat Direksi
a. Tata Tertib Rapat Direksi

Tata tertib rapat Direksi, antara lain mengatur:
1. Etika rapat;

i.
ii.
ii.
iv.
V.
Vi.
Vil.

viii.
IX.
X.
Xl.
xii.

Datang tepat waktu sesuai undangan yang diberikan;

Membawa bahan/materi rapat sesuai agenda yang akan dibahas;
Menghormati pimpinan rapat;

Tidak memotbng pembicaraan peserta rapat yang lain;

Tidak mendominasi pembicaraan saat rapat;

Tidak memojokkan, menghina dan meremehkan orang lain;
Tidak menggunakan handphone selain untuk kepentingan rapat yang
sedang berlangsung;

Hindari percakapan yang tidak relevan;

Hindari meninggikan nada bicara saat rapat;

Berlaku sopan selama jalannya rapat;

Tidak mengantuk/tidur pada saat rapat;

Mengikuti rapat hingga selesai;

2. Risalah rapat;

Risalah Rapat Direksi harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi yang
memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat pendapat yang
berkembang dalam rapat, balk pendapat yang mendukung maupun
yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (dissenting opinion),
serta alasan ketidakhadiran Anggota Direksi, apabila ada;

Risalah rapat Direksi disusun dan diadministrasikan oleh Sekretaris
Perusahaan;

Setiap Anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi,
balk yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi
tersebut;
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iv. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perseroan
yang bersangkutan;

v. Risalah asli dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh Perseroan
dan harus tersedia bila diminta oleh setiap Anggota Dewan Komisaris
dan Direksi;

vi. Dokumen elektronik dapat dipakai sebagai bukti sah risalah rapat
selain dari risalah rapat yang tertulis;

vii. Penggunaan dokumen elektronik sebagai dokumen Perseroan
ditetapkan Direksi dengan memenuhi persyaratan minimum
penyelenggaraan sistem elektronik di Perseroan sesuai ketentuan
Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Evaluasi terhadah Pelaksanaan Keputusan Hasil Rapat;

i.  Terdapat evaluasi Direksi terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat
sebelumnya;

ii. Terhadap pelaksanaan keputusan hasil rapat sebelumnya yang belum
selesai dilakukan pembahasan untuk tindak lanjutnya.

4. Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan
atas keputusan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terkait dengan usulan
Direksi.

b. Rencana Rapat Direksi
Direksi memiliki rencana penyelenggaraan rapat Direksi paling sedikit satu kali
dalam setiap bulan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam RKAT.

c. Tempat Rapat

Rapat Direksi dianggap sah apabila diadakan di tempat kedudukan Perseroan

atau di tempat kegiatan usahanya yang utama di dalam wilayah Republik

Indonesia.

d. Frekuensi Rapat

1. Rapat Direksi harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali
dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang
Dewan Komisaris;
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2. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu

apabila:
i. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih Anggota Direksi;
ii. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris; atau
jii. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pemegang
Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Laporan Tahunan Perseroan harus memuat jumiah rapat Direksi dan jumiah
kehadiran masing-masing anggota Direksi;
Penyelenggaraan Rapat Direksi sesuai dengan rencana yang ditetapkan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).

e. Pemanggilan Rapat

1

Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis oleh Anggota Direksi yang
berhak mewakili Perseroan dan disampaikan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan atau dalam waktu yang lebih
singkat jika dalam keadaan mendesak, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat;

2. Penyusunan undangan rapat dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan;

3. Dalam surat panggilan rapat sebagaimana dimaksud dalam poin 1 harus

mencantumkan acara, tanggal waktu dan tempat rapat;
Panggilan rapat terlebih dahulu tidak disyaratkan apabila semua Anggota
Direksi hadir dalam rapat.

f. Kehadiran Rapat

1.

Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang Anggota Direksi
lainnya;

Setiap Anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk Anggota Direksi yang diwakilinya;

Laporan Tahunan Perseroan harus memuat jumlah kehadiran masing-
masing Anggota Direksi.
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g. Pelaksanaan Rapat

1. Semua rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama;

2. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin
Rapat Direksi;

3. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang
Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai Anggota Direksi yang memimpin
rapat;

4. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi
Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua dalam usia
yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

h. Mekanisme Pengambilan Keputusan .

Direksi menetapkan mekanisme pengambilan keputusan atas tindakan

Perseroan (corporate action) sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat

waktu:

1. Terdapat pengaturan mengenai mekanisme pengambilan keputusan Direksi
secara formal, terdiri dari (a) pengambilan keputusan melalui rapat Direksi;
(b) pengambilan keputusan di luar rapat (melalui sirkuler dan lain-lain);

2. Terdapat standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi.

3. Standar waktu tersebut ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak usulan tindakan
beserta dokumen pendukung dan informasi lainnya yang lengkap
disampaikan dalam Rapat Direksi atau secara tertulis untuk keputusan
sirkuler;

4. Terdapat ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada
tingkatan organisasi di bawah Direksi yang terkait dengan keputusan
tersebut, maksimal 7 (tujuh) hari sejak disahkan/ditandatangani.

i. Mekanisme Pengambilan Keputusan Melalui Rapat

Dalam hal Direksi mengambil keputusan yang mengikat di Rapat Direksi secara

fisik, maka keputusan tersebut harus disetujui secara tertulis oleh semua anggota

Direksi. Keputusan Direksi tersebut mempunyai daya mengikat dengan
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ketentuan hukum yang sama dengan keputusan Direksi yang dihasilkan Rapat
Direksi secara fisik.

j- Pengambilan Keputusan Di Luar Rapat (Sirkuler)

Direksi dapat mengambil keputusan diluar rapat atau secara sirkuler, asalkan

pengambilan keputusan tersebut dan usul yang akan diputuskan disetujui secara

tertulis dan ditandatangani oleh semua Direksi.

Mekanisme pengambilan keputusan secara sirkuler adalah:

1. Direktur/Direktorat terkait membuat usulan tertulis keputusan sirkuler Direksi
dan disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan akan
mengedarkan keputusan rapat tersebut untuk disetujui secara tertulis
ditandatangani oleh semua Direksi;

2. Setelah ditandata'ngani seluruh Direksi, penomoran surat keputusan dilakukan
oleh Sekretaris Perusahaan. Untuk tertib administrasi, dokumen asli akan
disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada
Direktur atau Direktorat terkait.

k. Keputusan Rapat

1. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi;

2. Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang Anggota
Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Anggota Direksi lainnya
berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu;

3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat
apabila dihadiri oleh lebih dari ¥z (satu per dua) jumlah Anggota Direksi atau
wakilnya yang sah dengan memperhatikan ketentuan;

4. Dalam mata acara lain-lain, Rapat Direksi tidak berhak mengambil keputusan
kecuali semua Anggota Direksi atau wakilnya yang sah, hadir dan menyetujui
penambahan mata acara rapat;

5. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk
mufakat;

6. Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka
keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa;
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7. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat
dan bertanggung jawab atas hasil keputusan rapat;

8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

9. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya,
maka keputusan rapat adalah yang sesuai dengan pendapat ketua rapat
dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban;

I. Perbedaan Pendapat (Dissenting Opinion)

1. Perbedaan pendapat yang terjadi harus dimasukkan dalam Keputusan Rapat
dan Direktur yang berbeda pendapat harus mengungkapkan alasan atas
terjadinya perbedaan pendapat terhadap hasil keputusan tersebut;

2. Perbedaan pendapat tidak berarti memberikan hak kepada Direktur yang
bersangkutan untuk tidak melaksanakan hasil keputusan rapat. Meskipun
terdapat perbedaan pendapat, namun seluruh Direktur tetap berkewajiban
untuk mengikuti dan melaksanakan hasil keputusan rapat;

3. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab penuh secara pribadi
apabila terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan
dan usaha Perusahaan, kecuali bagi Direktur yang melakukan dissenting
opinion dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk
mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut; dan

4. Perbedaan pendapat yang dicantumkan di dalam keputusan dan risalah rapat
dapat menjadi bukti bahwa Direktur yang bersangkutan telah melakukan
tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut dengan
tidak menyetujui hasil keputusan rapat. Hal ini berarti bahwa Direktur yang
bersangkutan dapat terbebas dari tuntutan atas timbul atau berlanjutnya
kerugian tersebut sebagai hasil pelaksanaan keputusan rapat.
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3.11. Hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris

a!

Direksi dan Dewan Komisaris secara bersama-sama menandatangani dokumen
Perseroan yaitu Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Laporan
Tahunan Perseroan.

Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai
Perseroan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang
segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau Komite di tingkat
Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris berhak memperoleh akses atau memperoleh informasi
Perseroan secara tepat waktu dan lengkap.

Dewan Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan dengan menyebutk.an alasannya;

Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi harus tersedia bila diminta oleh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dapat meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan
terhadap hal-hal yang dibicarakan.

3.12. KPI (Key Performance Indicator)

Kinerja Direksi secara kolektif terhadap pencapaian Perseroan sesuai dengan
RJPP/RKAP dan atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, setelah
didiskusikan dengan Direksi.

Performa Direktur secara individual dalam pencapaian kinerja Perseroan seperti
tercantum dalam RJPP/RKAP/Kontrak Manajemen dan atau kriteria lain yang
ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris setelah didiskusikan dengan Direksi.
Pencapaian Kinerja Direktur secara individual mengacu pada RJPP/RKAP atau
kriteria lain yang ditetapkan Dewan Komisaris.
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d. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance baik secara individual
maupun kolektif.
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BAB IV
PENUTUP

4.1. BATASAN

Board Manual ini disusun berdasarkan kondisi PT Phapros Tbk saat ini dengan
mengacu pada prinsip-prinsip hukum perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar,
peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-
praktik terbaik (best practices) Good Corporate Governance.

Pedoman ini hanya memuat hal-hal penting yang akan menjadi acuan dalam
pengelolaan perusahaan. Hal-hal lain yang tidak dimuat/belum dalam pedoman ini,
tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini terbatas penggunaannya hanya pada PT Phapros Tbk.

4.2. REVISI DAN PENYESUAIAN
Pedoman ini akan selalu ditelaah dan dimutakhirkan untuk disesuaikan dengan fungsi,
tanggung jawab dan wewenang organ-organ perusahaan, serta perubahan lingkungan
perusahaan yang terjadi. Setiap perubahan terhadap pedoman, harus mendapat
persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.

4.3. PEMANTAUAN
Pemantauan efektivitas penerapan Board Manual dilakukan oleh Tim Corporate
Governance PT Phapros Tbk dan laporannya disampaikan kepada Direksi untuk
diteruskan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

4.4. MASA BERLAKU EFEKTIF
Board Manual ini dinyatakan berlaku efektif sejak ditetapkan oleh Direksi dan Dewan
Komisaris.
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Board Manual (Pedoman Kerja) ini digunakan

COMFPANY sebagal pedoman bagi Dewan Komisaris dan
GUIDELINE Direksi dalam melaksanakan tugas, tanggung
2021 jawab dan wewenangnya untuk memenuhi

kepentingan Shareholders dan Stakeholders.




